BAB IlI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan- pembahasan yang telah diuraikan pada BAB | dan
BAB 11, maka dapat ditark kesimpulan bahwa :
1. Pertimbangan serta kendala Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap
korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi, diantaranya:

a. karena belum diaturnya secara tegas tentang sistem pemidanaan terhadap korporasi
sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi hanya
dapat dikenai sanksi berupa denda, pembekuan dan penjatuhan ijin.

b. Dilapangan hakim juga sangat kesulitan dalam mencari pembuktian terhadap suatu
korporasi, karena dalam hal membedakan pada pembuktian terhadap suatu
korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dimulai dari siapa yang
melakukan tindak pidana yang bergerak dalam korporasi tersebut, dan apakah suatu
tindak pidan tersebut benar- benar murni dilakukan oleh korporasi atau orang yang
melakukan korupsi hanya memanfaatkan suatu wewenang di dalam suatu korporasi
tersebut (Direktur)

2. Saran
Setelah menyampaikan kesimpulan tenntang Pemidanaan Terhadap Korporasi
Dalam Tindak Pidana Korupsi, maka penulis menuliskan saran, yaitu :
1. Sebaiknya dalam peraturan perundang — undangan tentang korupsi khususnya
mengenai korporasi dan tentang penjatuhan sanksi pemidaannya lebih di pertegas

agar dalam memberikan atau menjatuhkan putusan hakim lebih terfokus terhadap
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aturan dalam Undang- undang yang mengatur mengenai sanksi pidana kepada
korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi.
. Disarankan hakim lebih banyak menambah pemahaman mengenai beban pembuktian

terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebuah korporasi.
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